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BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 

NOMOR 10 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

SUMBER PENDAPATAN DESA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa perlu didukung dengan penerimaan 

keuangan desa dari sumber pendapatan desa; 

b. bahwa sumber-sumber pendapatan desa perlu digali 

potensinya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan desa dalam rangka peningkatan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan ( Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang  Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  Tentang Dana 

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 
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13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa; 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata 

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa; 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 

   

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 

dan 

 

BUPATI PANGANDARAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 
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5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai 

pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi 

khusus dan dana transfer lainnya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 

hal yang bersifat strategis. 

15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.  

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa. 

 

 



5 

 

17. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah Kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

21. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan 

atau barang yang dilakukan pemerintah desa. 

22. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat 

dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan 

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam 

kelompok masyarakat itu. 

23. Partisipasi dan gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan 

sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat 

sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. 

24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli 

atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.  

 

BAB II 
SUMBER PENDAPATAN DESA 

 
Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa bersumber dari : 

a.  pendapatan asli desa; 
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; 
d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 
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f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 

BAB III 
JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA 

 
Pasal 3 

 

(1) Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 

a, terdiri atas jenis : 

a.  hasil usaha;  

b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 

d. lain-lain pendapatan asli desa. 
(2) Transfer terdiri atas jenis : 

a. dana Desa; 
b. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
c. Alokasi Dana Desa (ADD); 

d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan APBD Kabupaten. 

(3) Pendapatan Lain-lain terdiri atas jenis : 

a. hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 

b. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 
Pasal 4 

 

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, antara lain 

hasil Bumdes dan tanah kas desa. 

 
Pasal 5 

 

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b antara lain 

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. 

 
Pasal 6 

 

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 

(1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran 

serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 

 
Pasal 7 

 

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf 

d antara lain hasil pungutan desa. 

 
BAB IV 

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA 
 

Pasal 8 
 

(1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh 

pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa. 
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(2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui 

APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat 

Desa. 

 

BAB V 
DANA DESA 

 
Pasal 9 

 

Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program 

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

 

Pasal 10 
 

(1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. 

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

 

Pasal 11 
 

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditransfer melalui APBD 

Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. 

 

Pasal 12 
 

Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. 

 

Pasal 13 
 

(1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. 

(2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan 

Desa, dan tingkat kesulitan geografis. 

(3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot : 

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 

b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 

c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa. 

(4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan. 

(6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh 

faktor yang meliputi : 

a. ketersediaan pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; 
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c. transportasi; dan 

d. komunikasi Desa ke Kabupaten. 

(7) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan 

tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari 

Badan Pusat Statistik. 

(8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 14 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 

bersekala lokal Desa. 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

(3) Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat berdasarkan Tipologi 

Desa. 

 

BAB VI 

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

Pasal 15 
 

(1) Desa memperoleh bagian dari pajak dan retribusi daerah. 

(2) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi 

daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bagian dari pajak dan retribusi 

daerah yang diterima desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

ALOKASI DANA DESA (ADD) 

 

Pasal 16 
 

(1) Pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah merupakan alokasi dana desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan peraturan 

daerah tersendiri dan besarnya penerimaan alokasi dana desa bagi setiap desa 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 17 
 

(1) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) paling sedikit 

10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan : 
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a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan  

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan 

tingkat kesulitan geografis Desa.  

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 18 
 

Dana yang berasal dari alokasi dana desa dipergunakan untuk penghasilan tetap 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa. 

 

BAB VIII 
BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN 

 
Pasal 19 

 

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat 

memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten kepada Desa.  

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum 

dan khusus.  

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima 

bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di 

Desa.  

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi 

bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

(5) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 

paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh 

perseratus). 

 
BAB IX 

HIBAH DAN SUMBANGAN 
 

Pasal 20 
 

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak 

ketiga. 

 

Pasal 21 
 

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga atau sejenis merupakan kekayaan desa. 
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Pasal 22 
 

Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat 

dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB X 
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

 
Pasal 23 

 

(1) Pemerintah Provinsi wajib mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, 

Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten 

kepada Desa. 

(2) Pemerintah Kabupaten wajib mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber 

pendapatan desa. 

 

Pasal 24 
 

Untuk meningkatkan pendapatan desa dapat melalui pendayagunaan aset desa 

guna kesejahteraan bersama. 

 

Pasal 25 
 

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, 

tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, 

hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik 

Desa. 

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : 

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; 

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 

dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. hasil kerja sama Desa; dan 

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

Pasal 26 
 

(1) Tanah kas desa, tanah bengkok, tanah makam, tanah milik desa yang lain, 

dilarang dijual/ditukarkan/dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dalam 

keadaan memaksa dan untuk kepentingan umum. 

(2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat syarat-syarat yang 

menguntungkan Desa antara lain : 

a. rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dijual/ditukar dilimpahkan 

kepada pihak lain, tidak merugikan desa; 
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b. ganti tanah kepada desa, harus lebih luas dan lebih produktif dengan tanah 

yang dilepas; 

c. apabila ganti rugi kepada desa berwujud uang, penggunaannya dikhususkan 

untuk membeli tanah pengganti, yang luas dan produktifitasnya senilai atau 

lebih baik dari tanah yang dilepas; 

d. penggantian tanah desa diselesaikan oleh pemohon sampai dengan 

pembuatan sertifikat tanah atas nama pemerintah desa. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 28 

 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi 

Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa. 

Pasal 29 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 30 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 

 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 31 Desember 2015 

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 

 

Ttd/Cap 

 

H. DAUD ACHMAD 

Diundangkan di Parigi   

pada tanggal 31 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

               Ttd/Cap 

 

M A H M U D 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN 2015 NOMOR 10 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA 

BARAT 334 / 2015 
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PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR 10 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

 

I. PENJELASAN UMUM 

 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa perlu segera 

menyesuaikan dengan peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang 

sumber pendapatan desa. 

Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai 

landasan pemikiran pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa adalah 

sama yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Sumber Pendapatan Desa harus 

dimanfaatkan sesuai dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat, hal ini berarti Sumber Pendapatan Desa ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat namun harus tetap 

mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

 

Partisipasi memiliki makna bahwa Sumber Pendapatan Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu 

mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan 

turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 

sebagai sesama warga desa. 

 

Otonomi asli memiliki makna bahwa Sumber Pendapatan Desa dalam mengatur 

dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-

nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus 

diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu 

mengikuti perkembangan zaman. 

 

Demokratisasi memilik makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa 

harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi 

sebagai mitra Pemerintah Desa. 
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Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber 

Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf  hidup dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu perlu pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai 

Sumber Pendapatan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa,  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  Tentang Dana Desa yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta sejalan dengan 

prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa. 

 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Ayat  1 

Cukup jelas 

Ayat  2 

Huruf a s.d. Huruf e 

Cukup Jelas 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf g 

Cukup Jelas 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

 Cukup jelas 

Pasal 9 

 Cukup jelas 
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 Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas 
Pasal 12 

 Cukup jelas 
Pasal 13 

 Cukup jelas 
Pasal 14 
 Cukup jelas 

Pasal 15 
 Cukup jelas 

Pasal 16 
 Cukup jelas 

Pasal 17 
 Cukup jelas 
Pasal 18 

  Cukup jelas 
Pasal 19 

  Cukup jelas 
Pasal 20 

 
Yang dimaksud pihak ketiga ialah antara lain, adalah lembaga swadaya 

masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau 

perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari 

anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten, dan/atau Desa. 

 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 
  Cukup jelas 

Pasal 23 
 Cukup Jelas 

Pasal 25 
 Cukup Jelas 

Pasal 26 
 Cukup Jelas 

Pasal 27 
 Cukup Jelas 

Pasal 28 

 Cukup Jelas 
Pasal 29 

 Cukup Jelas 
Pasal 30 

 Cukup Jelas 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015   

NOMOR 10 


